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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Adapun akibat hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hutan 

Produksi Oleh Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 41 

Tahun 1999 Tentang Kehutanan ialah sanksi pemidanaan, Pemidanaan 

bagi pelaku tindak pidana kehutanan dibedakan terhadap orang 

perorangan, orang perorangan yang berada disekitar kawasan hutan, badan 

hukum atau korporasi dan pejabat pemerintah dalam hal tidak 

melaksanakan tugas sesuai kewenangannya. Dengan dijadikannya 

korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum tindak pidana 

kehutanan, tentu sistem pemidanaannya juga seharusnya berorientasi pada 

korporasi. Penerapan sanksi tindak pidana kehutanan terhadap orang 

perorangan dan korporasi atau badan hukum, sementara ini perumusan 

tindak pidana kedua subjek hukum tersebut, diatur dalam satu rumusan 

pasal yang sama dengan ancaman sanksi pidana atau pemidanaan yang 

berbeda antara perseorangan, orang perseorangan yang berada disekitar 

kawasan hutan, korporasi dan pejabat pemerintah dengan ancaman sanksi 

pidana atau sistem pemidanaan dengan ancaman sanksi pidana minimun 

khusus sampai dengan ancaman maksimum. Adapun Lembaga atau 

Instansi lain yang berwenang menangani Tindak Pidana dibidang 

Kehutanan  ialah  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (POLRI). 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia memiliki peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman 

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan 

dalam negeri. 

2. Pengaturan hukum tentang Pemanfaatan hutan produksi maupun hasil 

hutan yang dilakukan perorangan harus mendapatkan izin dari Pemerintah. 

Pemberian izin dari Pemerintah menurut penjelasan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dapat 

berupa pemberian izin secara sah pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan 

lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin 

pemungutan kayu dan bukan kayu. Namun apabila penguasaan hutan 

produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah maka pelaku 

tersebut dapat dijerat dengan Pasal 50 Ayat (3) huruf A dan Pasal 78 Ayat 

(3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan yang berbunyi Pasal 50 Ayat (3) Huruf A yaitu “Mengerjakan 

dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak 

sah”. Pasal 78 Ayat (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf A, diancam dengan 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
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B. Saran 

Sudah semestinya sanksi pemidanaan bagi penguasaan hutan produksi 

oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah yang tertuang dalam Pasal 93 

Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan harus di revisi mengingat ancaman pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masih terlalu ringan sehingga sanksi 

tersebut tidak efektif untuk di terapkan. 




